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ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu bagian esensial dari siklus kehidupan
bermasyarakat. Perkawinan tidak hanya mempersatukan pasangan, tetapi juga
memiliki peran signifikan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan
diatur melalui hukum dan aturan, termasuk aturan mengenai poligami. Poligami
merupakan permasalahan sosial klasik yang terus diperdebatkan di kalangan umat
Islam. Latar belakang penelitian diawali dengan adanya perbedaan pendapat di
kalangan ulama mengenai hukum poligami dengan bibi istri. Mayoritas ulama
berpendapat bahwa hal tersebut haram, sedangkan pendapat yang lain
membolehkan poligami dengan bibi istri berdasarkan penafsiran terhadap ayat Al-
Qur'an yang menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi, namun tidak secara
tegas menyebutkan larangan menikahi bibi istri. Sementara Abdul Qadir Hassan
menyatakan bahwa hukumnya hanya makrith, yaitu tindakan yang lebih baik
dihindari. Fatwa ini berlandaskan pada pemahaman bahwa meskipun ada hadis
yang melarang, larangan tersebut tidak mencapai derajat haram.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan fatwa Abdul Qadir Hassan tentang
poligami dengan bibi istri dan menganalisisnya menggunakan perspektif
epistemologi hukum Islam serta metode istigra’ ma'nawi. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan filosofis. Teori yang
digunakan adalah konsep epistemologi hukum Islam yang mencakup tiga
pendekatan: bayant, burhani, dan 'irfani. Selain itu, metode istigra’ ma'nawi
digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji kesesuaian fatwa Abdul Qadir
Hassan dengan tujuan-tujuan syariat Islam (maqgasid asy-syari'ah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami
dengan bibi istri didasarkan pada interpretasiliteral terhadap Q.S. an-Nisa' (4): 22-
24 dan dua hadis. riwayat al-Bukhari, Ia berpendapat bahwa-ayat tersebut hanya
melarang pernikahan 'dengan 14 golongan wanita tertentu, sementara hadis yang
melarang poligami dengan bibi istri tidak dapat dianggap sebagai penjelasan atas
ayat yang lebih umum. Abdul Qadir Hassan menyimpulkan bahwa larangan
tersebut hanya bersifat makrith, bukan haram. Analisis dengan metode istigra’
ma'nawi menunjukkan bahwa fatwa Abdul Qadir Hassan bertentangan dengan
tujuan-tujuan syariat Islam (magqdasid asy-syari'ah), khususnya dalam menjaga
aspek agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), keturunan (hifz an-nasl), dan
kehormatan (hifz al-'ird). Poligami dengan bibi istri berdampak pada keretakan
hubungan keluarga, konflik psikologis, dan rusaknya martabat keluarga, sehingga
hal ini bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama
hukum Islam. Dengan demikian, fatwa Abdul Qadir Hassan yang menyatakan
poligami dengan bibi istri hanya bersifat makrith bertentangan dengan magqasid asy-
syari'ah.

Kata kunci: Fatwa, Abdul Qadir Hassan, poligami dengan bibi istri, istigra’
ma’nawi



ABSTRACT

Marriage is one of the essential parts of the cycle of community life. Marriage not
only unites couples, but also has a significant role in human life. Therefore,

marriage is regulated through laws and rules, including rules regarding polygamy.

Polygamy is a classic social problem that continues to be debated among Muslims.

The background of the research began with a difference of opinion among scholars
regarding the law of polygamy with the wife's aunt. The majority of scholars are of
the opinion that it is haram, while another opinion allows polygamy with the wife's
aunt based on the interpretation of the Qur'anic verse that mentions women who

are haram to marry, but does not explicitly mention the prohibition of marrying the
wife's aunt. Meanwhile, Abdul Qadir Hassan stated that the law is only makrith,

that is, actions that are better avoided. This fatwa is based on the understanding
that even though there is a hadith that prohibits it, the prohibition does not reach

the level of haram.

The purpose of this study is to explain Abdul Qadir Hassan's fatwa on polygamy
with his aunt wife and analyze it using the epistemological perspective of Islamic
law and the istigra’ ma'nawi method. The research method used is literature
research with a philosophical approach. The theory used is the epistemological
concept of Islamic law which includes three approaches: bayani, burhani, and
irfant. In addition, the istiqra" ma'nawi method is used as an analytical tool to
examine the suitability of Abdul Qadir Hassan's fatwa with the objectives of Islamic
sharia (maqasid ash-shari'ah).

The results show that Abdul Qadir Hassan's fatwa on polygamy with the wife's aunt
is based on a literal interpretation of Q.S. an-Nisa' (4): 22-24 and two traditions
narrated by al-Bukhdart. He,argues that the verse only prohibits marriage with 14
specificgroups of women, whilethe hadith prohibiting polygamy with one's wife's
aunt cannot be considered as an explanation of the more general verse. Abdul Qadir
Hassan concludes that the prohibition is only makrith, not haram. Analysis using
the istiqra ‘ ma'nawi method shows that Abdul Qadir Hassaw's fatwa contradicts the
objectives of Islamic law (maqasid ash-shari'ah), particularly in safeguarding the
aspects of religion (hifz ad-din), soul (hifz an-nafs), offspring (hifz an-nasl), and
honour (hifz al-'ird). Polygamy with the wife's aunt has an impact on the breakdown
of family relationships, psychological conflicts, and damage to family dignity, so
this is contrary to the principle of benefit which is the main objective of Islamic law.
Thus, Abdul Qadir Hassan's fatwa that polygamy with one's wife's aunt is only
makrith contradicts maqasid ash-shari'ah.

Keyword: Fatwa, Abdul Qadir Hassan, polygamy with wife's aunt, istiqra’ ma'nawr
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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu
menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu
tidak mengetahui. (Al-Baqarah (2): 216)

Jsl xie ¢ Jas Salal Lda) N e s Jais o dead 2l Ji
Adal) 8 Lgaa a8

-Imam Ahmad bin Hanbal-

“Bahwa perbedaan tidak hanya merupakan
pilihan, tetapi juga keadaan yang diciptakan
Tuhan. Bukan urusan kita membuat seisi
bumi.menjadi seragam.”

-Pandji Pragiwaksone-
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997
dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab N!ama b kl% Nama q
/ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o Ba’ B Be
< Ta’ T Te
< Sa’ § es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
d Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
'C Kha’ Kh ka dan ha
> Dal D De
> Zal V4 ze (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er
B Zai V4 Zet
e Sin S Es
82 Syin Sy es dan ye

viii



P Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad D de (dengan titik di bawah)
b Ta’ T te (dengan titik di bawah)
b Za’ Z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain : Koma terbalik di atas
t Gain G Ge

= Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

g Kaf K Ka

J Lam L ‘el

¢ Mim M ‘em

J Nun N ‘en

9 Waw W W

A Ha’ H Ha

s Hamzah ¢ Apostrof

&9 Ya’ Y Ye




II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

-

EE ditulis Sunnah

e ditulis Ilah

IIl. Ta’ marbiitah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan 4

3Ll ditulis al-Ma’idah

4a3l) | ditulis | Islamiyyah
| |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa
Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal
aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis
dengan A.

caliall &5 jlsa ditulis Mugaranah al-Mazahib

IV. Vokal pendek

1. R fathah ditulis a
2. i kasrah ditulis i
3. S — dammah ditulis u
V. Vokal panjang
1. | Fathah +alif ditulis a
Olatil ditulis Istihsan
2. | Fathah + ya’ mati ditulis a
il ditulis Unsa
3. | Kasrah + ya’ mati ditulis 1
& stall ditulis al- ‘Alwant
4. | Dammah + wawu mati ditulis i
asle ditulis ‘Ulim




VI. Vokal rangkap
1. | Fathah + ya’ mati ditulis ai
pd e ditulis Gairihim
2. | Fathah + wawu mati ditulis au
Js ditulis Qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

asill ditulis a’antum
el ditulis u’iddat
QS SE oY ditulis la’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

o Al

ditulis

Al-Qur’an

oLl

ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

TV

ditulis

ar-Risalah

elual)

ditulis

an-Nisa’

IX.

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ditulis

Ahl ar-Ra’yi

Ll Jal

Ditulis

Ahl as-Sunnah

BETBUNTRN

Ditulis

Zawi al-Furiid
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu di antara bagian-bagian esensial dari siklus hidup bermasyarakat ialah
perkawinan. Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan kebutuhan pokok
kehidupan sosial manusia dalam membentuk suatu keluarga yang merupakan
cikal bakal masyarakat.! Perkawinan merupakan langkah yang mempersatukan
dua insan berbeda menjadi sebuah ikatan suci demi keberlangsungan hidup umat
manusia yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menciptakan keluarga
yang bahagia dan harmonis. Dalam syariat, perkawinan merupakan perjanjian
resmi (akad) yang memberikan izin secara sah bagi pasangan suami istri untuk
melakukan hubungan yang sebelumnya terlarang di luar pernikahan. Ini mencakup
berbagai bentuk interaksi fisik antara suami istri, seperti hubungan seksual,

2 Perkawinan memiliki peran yang

bersentuhan, berciuman, dan berpelukan.
signifikan. dalam jkehidupan, manusia; sehingga. diperlukan—-adanya aturan atau
hukum sebagai norma bagi keberlangsungan perkawinan.®* Hukum perkawinan

yang ada dalam masyarakat biasanya mengatur tentang berbagai perkara berkaitan

dengan persiapan perkawinan, syarat-syarat sahnya perkawinan, tata cara dalam

! Umul Baroroh, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Purbalingga: Eureka
Media Aksara, 2022), him. 1.

2 Wahbah Az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani,
(Jakarta: Gema Insani, 2010), IX: 39.

3 Santoso, “HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT,” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum
Dan Hukum Islam, Vol. 7:2 (2016), pp. 412—34, him. 414.



kehidupan perkawinan, konflik-konflik dalam kehidupan perkawinan, seluk-
beluk perkawinan, serta hal yang tak luput diperhatikan oleh Islam adalah
permasalahan poligami.

Praktik pernikahan dengan memiliki lebih dari satu pasangan hidup, yang
dikenal sebagai poligami, memiliki akar kata dari bahasa Yunani. Kata "poligami"
sendiri merupakan perpaduan dari dua kata: "poli" yang berarti "banyak" dan
"gamos" atau "gamein" yang berarti "perkawinan". Dengan demikian, secara
harfiah, poligami dapat diartikan sebagai "banyak perkawinan" atau "perkawinan
yang jamak". Menurut terminologi, poligami merupakan suatu keadaan dimana di
antara pihak menikah dengan sejumlah melebihi seorang yang berlainan jenis
dalam saat yang bersama. Terdapat perbedaan istilah poligami antara suami dan
istri. Apabila suami mempunyai pasangan melebihi satu orang, maka disebut
poligini. Dan apabila istri mempunyai pasangan melebihi seorang, maka disebut
poliandri. Poligami dalam pemahaman umum, seringkali diartikan sebagai praktik
seorang pria yang memiliki dan menikahi lebih dari satu istri dalam waktu
bersamaan.® Pandangan ini_sejalan dengan_penerapan poligami dalam hukum
pernikahan Islam, yang memperbolehkan seorang pria untuk ‘menikahi hingga
empat wanita dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Persoalan poligami merupakan permasalahan sosial klasik yang menjadi topik
dalam diskusi dalam hukum Islam dan terus menarik untuk diperdebatkan serta

didiskusikan di kalangan umat Islam. Argumentasi pada tataran diskursif selalu

4 Mustafa, “POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU’1,” Al-Bayyinah, Vol. 3:2
(Desember 2019), pp. 190-203, hlm. 192.



berakhir tanpa kesepakatan dan setidaknya memunculkan tiga pandangan.
Pertama, gagasan bahwa poligami diperbolehkan secara bebas. Bahkan sebagian
pandangan tersebut berpendapat bahwa poligami merupakan hal yang dianjurkan
atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Tuntutan keadilan yang disebutkan
dalam Al-Qur’an seringkali tidak diindahkan, bahkan hanya dijadikan argumen
verbal. Kedua, gagasan bahwa poligami diperbolehkan dengan selektif disertai
beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah keadilan distributif formal, yaitu
istri-istri harus mendapatkan hak ekonomi dan seksual yang sama. Syarat lainnya
adalah izin dari istri pertama dengan beberapa syarat tambahan. Ketiga, gagasan
bahwa poligami dilarang sepenuhnya.®

Pada dasarnya poligami dapat menimbulkan permasalahan dalam berbagai
ranah, mulai dari hubungan suami-istri, keluarga, hingga masyarakat. Pertentangan
ini akan menjadi lebih ramai di masyarakat Indonesia, yang secara umum memiliki
nilai-nilai agama yang kuat, termasuk dalam hal perkawinan.®. Dalam hukum Islam,
poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah
bahwa istri yang akan dinikahi tidak boleh memiliki hubungan mahram dengan istri
pertama:* Hubungan mahram adalah hubungan yang mengharamkan perkawinan,

baik karena nasab, karena persusuan, atau karena perkawinan. Salah satu hubungan

5 Mansur, “DEKONSTRUKSI TAFSIR POLIGAMI: Mengurai Dialektika Teks dan
Konteks”, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1:1, (2008), pp. 31-64, hlm. 32-33. Lihat
juga Hussein Muhammad, [jtihad Kyai Hussein: Upaya Membangun Keadilan Gender, (Jakarta:
Rahima, 2011), hlm. 17-18.

® Jenny Lukito Setiawan, Bunga Rampai Keluarga Tangguh 2, (Surabaya: Universitas
Ciputra, 2021), hlm. 14.

" Rijal Imanullah, “Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan
Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami),” MAZAHIB, Vol. 15:1 (28
Desember 2016), hlm. 105.



mahram yang mengharamkan perkawinan adalah hubungan bibi dengan
keponakannya. Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh menikahi bibi istrinya.
Argumentasi pada tataran diskursif mengenai poligami dengan bibi istri juga
memunculkan keberagaman pemikiran. Pada dasarnya, perbedaan pendapat di
antara ulama bukan terletak pada kepastian (gat’7) atau dugaan (zanni) petunjuk
hadis, melainkan terletak pada cara pandang mereka tentang fungsi hadis yang
mengatur larangan poligami dengan bibi istri dalam merumuskan hukum yang
belum terperinci dalam Al-Qur'an, terutama hadis yang tergolong zanni ad-
dalalah (yang mengindikasikan makna yang tidak pasti), menjadi titik krusial
perdebatan. Perbedaan ini berpusat pada sejauh mana hadis tersebut dapat berdiri
sendiri sebagai sumber hukum yang independen, terpisah dari Al-Qur'an.®
Pendapat pertama dari kalangan mayoritas ulama, mereka berpandangan
bahwa perkawinan antara suami dengan bibi istri termasuk dalam kategori
perkawinan antara dua perempuan bersaudara. Oleh karena itu, perkawinan antara
suami dengan bibi istri secara umum dianggap haram dalam hukum Islam.

Argumen.ini berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad saw:
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8 Muhammad Gazali Rahman, “Larangan Memadu Istri Dengan Tantenya Perspektif Hadis
Ahkam,” Al-Mizan, Vol. 10:1, (1 Desember 2014): 17-34, hlm. 26.

® Muhammad bin Isma’1l al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002), hlm.
1303, hadis nomor 5109, “Kitab an-Nikah,” “Bab La Tunkahu al-Mar’ah ‘ala ‘Ammatiha.” Hadis
dari ‘Abdullah Ibn Yusuf, dari Malik, dari Ab1 az-Ziyad, dari al-A’raj, dari Abi Hurairah. Hadis ini
sahih.



Mayoritas ulama dengan tegas melarang praktik poligami dengan bibi dari
istrinya, baik itu saudara perempuan ibu (&) atau saudara perempuan ayah (ix),
bahkan jika bibi tersebut berstatus sebagai budak. Larangan ini berlaku baik dalam
konteks pernikahan (al- ‘agdu), apalagi dalam hal hubungan seksual (al-wat u).
Dasar pemahaman mereka berlandaskan pada pada QS an-Nisa’: 23 yang memuat
ketentuan tentang perkawinan. Lebih lanjut, hadis ini memberikan detail tambahan
pada ayat tersebut (mentakhsis). Larangan dalam ayat diperluas sehingga tidak
hanya mencakup saudara istri saja.’® Hadis tersebut berperan sebagai penjelas dan
pelengkap terhadap ayat Al-Qur'an, sehingga makna dan pesan yang ingin
disampaikan menjadi lebih mudah dipahami. Fungsi ini sejalan dengan peran Nabi
Muhammad saw sebagai mubayyin, yaitu pemberi penjelasan atas wahyu yang
diturunkan Allah swt.!!

Dengan demikian, hadis ini menunjukkan bahwa bibi istri dikategorikan ke
dalam wanita-wanita yang haram dinikahi pada saat yang bersamaan. Terdapat
beberapa sebagai dasar larangan ini. Pertama, alasan kekeluargaan. Menikahi bibi
istri akan, menyebabkan hubungan_silaturahmi kekeluargaan menjadi renggang.
Kedua, alasan-psikologis. Menikahi bibi istri akan menimbulkankecemburuan dan

konflik di antara istri dan bibinya. Ketiga, alasan agama. Menikahi bibi istri

dianggap sebagai perbuatan yang tidak sopan dan tidak pantas.*?

10 Erwin Hafid, “Poligami Pada Keluarga Terdekat Istri (Kajian Metode Hadis Tahlili Pada
Hadis Poligami Keluarga Terdekat Istri),” AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, Vol. 6:3,
(30 Desember 2022), hlm. 1463. http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds/article/view/7118.

11 Rahman, “Larangan Memadu Istri Dengan Tantenya Perspektif Hadis Ahkam,” hlm. 27.

12 Wahbah Az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani,
(Jakarta: Gema Insani, 2010), IX: 156.



Sedangkan pendapat lain dari golongan Syi’ah dan Khawarij membolehkan
poligami dengan bibi istri. Pemahaman mereka berdasarkan pada interpretasi dari

ayat Al-Qur’an, Allah swt berfirman:
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Ketentuan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi telah dijabarkan secara
menyeluruh dalam ayat ini. Namun demikian, tidak ada ketentuan yang gamblang
terkait pelarangan pernikahan antara seorang laki-laki dengan bibi dari pihak
istrinya, entah itu dari garis keturunan ibu ataupun ayah. Oleh karena itu, ayat
berikutnya yang mengatakan “5343 ARV HNE (dibolehkan bagimu selain wanita-
wanita yang telah disebutkan sebelumnya)” menjadi penegas bahwa menikahi

perempuan-perempuan Jain yyang, tidak termasukp-dalam daftar larangan

pernikahan yang sudah disebutkan adalah boleh.*

13 An-Nisa’ (4): 23-24.

14 Abii Ja’far Muhammad bin Ya’qiib bin Ishaq, al-Furii’ min al-Kafi, (Beirut: Dar al-Kutub
al-Islamiyyah, 1378 H), II: 424. Pendapat ini menjadi dasar dari golongan Syi’ah dan Khawarij.
Muhammad ‘Abdurrahman bin ‘Abdurrahim al-Mubarakfurt, Tubfah al-Ahwazi Syarh Jami’ at-
Tirmizt, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), IV: 274. Usman al-Buttl juga membolehkannya. Lihat di
Abli Muhammad ‘Alf bin Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm, al-Muhalla, alih bahasa Khatib, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2016), XIII: 435.



Meskipun ada hadis yang melarang tentang poligami dengan bibi istri,
mereka berargumen bahwa hadis yang melarang seorang suami poligami dengan
bibi istri dikategorikan sebagai hadis @had.'® Oleh karena itu, beberapa ulama dari
aliran Syi’ah dan Khawarij berpendapat bahwa hadis ini tidak cukup kuat untuk
menetapkan hukum haramnya poligami dengan bibi istri. Mereka berargumen
bahwa hukum haram tersebut harus memiliki landasan yang jelas dari Al-Qur'an.
Sedangkan keberadaan hadis @hdad hanya berperan untuk memperkuat ketentuan
yang sudah ada dalam Al-Qur'an, bukan sebagai dasar pembentukan hukum yang
belum diatur sebelumnya.®

Perbedaan pemahaman dalam pemikiran hukum Islam bisa terjadi karena
berbagai faktor. Pertama, adanya perbedaan dalam cara membaca dan memaknai
ayat-ayat Al-Qur'an, yang mencakup aspek pengucapan dan penafsiran
kandungannya. Beberapa ulama mungkin memiliki cara berbeda dalam memahami
makna suatu ayat. Kedua, ketidaktahuan akan adanya hadis yang berkaitan dengan
suatu masalah hukum bisa menyebabkan pandangan yang berbeda. Aspek ketiga
yang menimbulkan perbedaan adalah variasi pandangan di kalangan ulama dalam
mengkategorikan derajat hadis. Perbedaan dalam menentukan apakah suatu hadis
tergolong sahih, hasan, atau da'if ini mengakibatkan lahirnya kesimpulan hukum
yang berbeda-beda.

Selanjutnya, perbedaan dapat muncul dalam pemahaman makna lafal dalam

nas. Misalnya, ulama bisa menafsirkan kata atau istilah dalam teks-teks agama

15 Hadis @had yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat menjadi derajat hadis mutawatir.
Mahmid at-Tahhan, Taisir Mustalah al-Hadis, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2010), him. 27.

16 Rahman, “Larangan Memadu Istri Dengan Tantenya Perspektif Hadis Ahkam,” him. 28-
29.



secara berbeda. Kelima, perbedaan penafsiran suatu teks juga bisa memicu
perbedaan dalam mengambil kesimpulan hukum. Keenam, ulama mungkin berbeda
dalam menyelesaikan konflik antara dua dalil yang tampaknya bertentangan, atau
dikenal sebagai ta'arud al-adillah.

Faktor ketujuh berkaitan dengan keragaman pendekatan dalam menghadapi
permasalahan yang tidak memiliki rujukan eksplisit, baik dalam Al-Qur'an maupun
hadis. Terakhir, perbedaan dalam penggunaan kaidah usul fikih, atau gawa ‘id al-
usuliyyah, dalam menggali hukum dari dalil-dalil, juga dapat menjadi penyebab
perbedaan dalam hukum Islam.’

Permasalahan poligami dengan bibi istri juga tak luput dari pengamatan
Abdul Qadir Hassan (salah satu ulama Persatuan Islam). Dalam kasus poligami
dengan bibi dari istri, menurut Abdul Qadir Hassan hukum poligami dengan bibi
dari istri ialah makrith.'® Landasan pemikiran ini mengacu pada penjelasan detail
dalam Q.S. an-Nisa' ayat 22-24 tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikabhi,
yang kemudian diikuti dengan pernyataan tentang kebolehan menikahi selain dari
kategori_tersebut. Hal ini menunjukkan dan menentukan bahwa larangan Nabi
Muhammad saw dalam hadis-hadis tentang larangan berpoligami dengan bibi dari
istri adalah larangan makrith, yakni dengan makna lebih baik tidak memadukan bibi
dengan keponakannya (istri), dalam hal ini disebut makrith tanzih.

Perbedaan pandangan hukum yang diajukan oleh Abdul Qadir Hassan

mengenai poligami, terutama terkait dengan hubungan antara suami dan bibi istri,

17 Kholidah, “AKAR IKHTILAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAN CARA
MENSIKAPI PERBEDAAN,” Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 9:2 (19 Desember
2023): 32741, him. 340.

18 Abdul Qadir Hassan, Kata Berjawab, (Surabaya: Pustaka Progessif, 2006), II: 729.



merupakan suatu khazanah dalam kajian penafsiran terhadap sumber ajaran hukum
Islam. Pada dasarnya, perbedaan cara pandang umat Islam dalam masalah
poligami dengan bibi istri perlu dipelajari lebih lanjut, meski teks-teks keagamaan
yang digunakan semua kalangan sama. Perbedaan cara pandang ini disebabkan
oleh berbagai hal, seperti perbedaan refleksi spasial dan temporal, perbedaan
metode istinbat terhadap teks-teks keagamaan, dan perbedaan kepentingan dan
ideologi.®

Secara umum, metode istinbat al-ahkam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
metode verbal dan metode substansial. Metode verbal adalah metode penetapan
hukum yang berfokus pada aspek bahasa. Metode ini didasarkan pada pemahaman
terhadap makna literal teks hukum Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis.
Sementara metode substansial lebih menekankan pada pemahaman mendalam
terhadap makna dan tujuan fundamental hukum Islam. Metode ini didasarkan pada
pemahaman terhadap tujuan dan hikmah dari hukum Islam.?°

Abu Ishaq as-Syatibt mempelopori adanya upaya memadukan dan
menggabungkan kedua aliran dalam penetapan hukum Islam di atas dengan
melahirkan metode yang disebut dengan istigra’ ma’nawrt. Istiqra’ ma nawi adalah
metode penemuan hukum yang menggabungkan beberapa dalil untuk
menghasilkan hukum yang menyeluruh. Dalam penggalian hukum, metode istigra’
ma 'nawi tidak hanya berfokus pada satu dalil tunggal, tetapi menganalisis berbagai

dalil terkait untuk menghasilkan pemahaman hukum yang lebih utuh dan

9 Hussein Muhammad, [jtihad Kyai Hussein: Upaya Membangun Keadilan Gender, hlm.
22-23.

20 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Pustaka, 2014), hlm. 229-230.
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menyeluruh. Proses ini memungkinkan terwujudnya pemahaman hukum yang lebih
komprehensif karena mempertimbangkan berbagai konteks dan aspek terkait. Hal
ini meminimalisir potensi kesalahpahaman dan inkonsistensi dalam penafsiran
hukum.?

As-Syatib1 dengan metode istigra’ ma’nawi yang berlandaskan magasid as-
syari’ah, menawarkan solusi hukum komprehensif untuk kemaslahatan umat
manusia. Pendekatannya yang holistik ini membedakannya dari metodologi parsial
yang kerap mengabaikan kesatuan dasar-dasar syariah. Menurutnya, metodologi
parsial dapat mengurangi validitas produk hukum karena berpotensi menghasilkan
interpretasi keliru jika hanya didasarkan pada satu atau beberapa dalil, baik yang
terkait langsung maupun tidak.??

Dengan memperhatikan prinsip metode tersebut, serta melihat fatwa Abdul
Qadir Hassan yang berbeda dengan dua pendapat sebelumnya, merupakan suatu
kajian yang menarik untuk ditelisik. Dengan mengacu pada penjelasan yang telah
disampaikan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai
fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri ditinjau menggunakan

perspektif istigra’ma’nawr.

B. Rumusan Masalah
Setelah melakukan analisis terhadap konteks permasalahan, peneliti dapat

mengenali beberapa isu yang memerlukan studi dan penyelidikan lebih mendalam.

2L Abi Ishaq as-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usil as-Syari‘ah, (Saudi Arabia: Wazarah as-
Syu‘tn al-Islamiyyah wa al-Auqaf wa ad-Da’wah wa al-Irsyad, t.t.), II: 39.
22 Ibid.
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Isu-isu ini akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yang terdiri dari

beberapa poin berikut:

1.

Bagaimana metodologi Abdul Qadir Hassan dalam menetapkan status makrizh
pada poligami dengan bibi istri?
Bagaimana hukum poligami dengan bibi istri berdasarkan perspektif istigra’

ma nawi?

Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ilmiah dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru dan

memecahkan masalah. Penelitian yang penulis lakukan juga memiliki tujuan dan

manfaat yang beragam, termasuk untuk penelitian selanjutnya dan kepentingan lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti telah mengidentifikasi dan merumuskan

beberapa capaian khusus dalam penelitian ini, meliputi:

I.

Menganalisis metodologi fatwa Abdul Qadir Hassan tentang hukum poligami
dengan bibi istri.

Menganalisis- hukum peoligami ; dengan. bibi istricdalam perspektif istigra’
ma nawi.

Adapun kegunaan penelitian ini‘yaitu:

Memberi peran aktif terhadap pengembangan dan perluasan ilmu pengetahuan
hukum Islam, terutama dalam bidang hukum keluarga Islam.

Menjadi literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait praktik
poligami dengan bibi istri dan penelitian yang terkait dengan fatwa Abdul

Qadir Hassan atau para ulama Persatuan Islam (PERSIS) lainnya.
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D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang hukum poligami dengan bibi istri harus dimulai dengan
telaah pustaka. Hal ini penting untuk mengetahui posisi penelitian yang akan
dilakukan terkait aspek kebaruannya. Selain itu, melaui pengkajian berbagai
sumber pustaka, peneliti dapat menemukan sudut pandang baru dan titik fokus yang
berbeda, meski tema yang diangkat serupa dengan riset-riset sebelumnya.

Penelitian ini didukung oleh beberapa tulisan, termasuk tulisan tentang
poligami melalui pendekatan normatif hasil penelitian dari Andi Intan Cahyani,?®
Mansur,?* M. Ichsan,?® Dyah Ayu Vijaya Laksmi,?® Sjamsuddin AK Antuli,?” Anwar
Hafidzi,”® M Kafrawi dan Mohd Nazri Ahmad,”® Halimah B.** dan Mustafa.?!

Temuan dalam penelitian ini mengarah pada kesimpulan bahwa poligami adalah

suatu praktik yang telah ada sejak lama, bahkan jauh sebelum kedatangan Islam.

2 Andi Intan Cahyani, “Poligami Dalam Perspektif Hukum' Islam,” Jurnal Al-Qadau:
Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam Vol. 5:2, (21 Desember 2018):271-80.

24 Mansur, “DEKONSTRUKSI TAESIR POLIGAMI:; Mengurai Dialektika Teks dan
Konteks,” Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1:1, (2008), pp. 31-64.

% M. Ichsan, “POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Kajian Tafsir
Mugqaranah),” JURIS (Jurnal Illmiah Syariah) Vol. 17:2 (31 Desember 2018), pp. 151-59.

26 Dyah Ayu Vijaya Laksmi, “Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami,” JIIP - Jurnal
Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol. 5:2, (11 Februari 2022): 595-601.

21 Sjamsuddin Ak Antuli, “POLIGAMI DAN PERMASALAHANNYA Kandungan Hukum
QS. An-Nisa’ (4): 3 & 29,” Jurnal llmiah Al-Syir’ah, Vol. 6:2, (6 September 2016).

2 Anwar Hafidzi, “Prasyarat Poligami Dalam Kitab Figih Islam Dan Kompilasi Hukum
Islam Perspektif Maslahah Mursalah,” A/-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7:2,
(10 Januari 2018): 366-92.

2 M Kafrawi dan Mohd Nazri Ahmad, “POLIGAMI MENURUT KITAB TAFSIR AL-
MA’RIFAH KARYA MUSTHAFA UMAR,” RUSYDIAH: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1:1, (8
Juni 2020): 32-43.

% Halimah B, “POLIGAMI DALAM SOROTAN (Kajian Kitab-kitab Tafsir
Modern/Kontemporer),” Al-Risalah Jurnal llmu Syariah dan Hukum, Vol. 19:2, (27 Februari 2020):
236.

81 Mustafa, “POLIGAMI DALAM KAJIAN TAFSIR MAUDHU’L.”
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Al-Qur'an diturunkan pada saat praktik ini telah mengakar, sehingga Al-Qur'an
membatasi dan mengkritik poligami yang tidak adil. Hukum poligami dalam Islam
tidak didasarkan pada keberadaan dalil, melainkan pada situasi dan kondisi yang
melatarinya. Hukum poligami akan berubah-ubah sesuai dengan spasial dan
temporal. Dengan prinsip menjunjung tinggi keadilan, mengutamakan
kemaslahatan, serta menjauhi kemudharatan. Al-Qur'an mengizinkan poligami,
tetapi jika seorang suami mampu berlaku adil kepada semua istrinya. Keadilan
menjadi syarat utama dalam praktik perkawinan poligami. Jika tidak mampu
berlaku adil, maka Al-Qur’an menyarankan untuk tidak berpoligami.

Terkait penelitian dengan tema poligami melalui pendekatan yuridis, terdapat
hasil penelitian dari Muhammad Taufiq dan Masyithoh Mardhatillah,®* Najmah
Jaman,® dan Rijal Imanullah.** Temuan studi ini menunjukkan bahwa regulasi
hukum nasional Indonesia mengharuskan pria yang hendak berpoligami untuk
mendapatkan legitimasi dari lembaga pengadilan. Proses ini diatur dengan
pembatasan alasan-alasan tertentu dan kriteria yang sangat ketat. Kerangka hukum
tersebut didesain sebagai instrumen perlindungan keluarga dan sarana pencapaian
kesejahteraan rumah tangga.

Penelitian ini juga didukung oleh beberapa tulisan mengenai poligami melalui

pendekatan studi hadis, diantaranya tulisan dari Rahmi Syahriza,*® Masiyan M

32 Muhammad Taufiq dan Masyithoh Mardhatillah, 4w )2 ;g 5231 5 5081 () 5l & Cila 5 50 205
Haalie 43 (Polygamy in Indonesian Family Law: Analysis of Maqashid Syariah),” Journal of
Islam in Asia, Vol. 17:3, (4 November 2020): 80-95.

33 Najmah Jaman, “Implications Of Polygamy Practices On Positive Law In Indonesia,”
Prophetic Law Review, Vol. 2:1, (1 Juli 2020): 22-36.

3 Imanullah, “Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan
Pengadilan Agama No. 915/ pdt.g/ 2014/ pa.bpp Tentang Izin Poligami).”

% Rahmi Syahriza, “Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya,” 4L QUDS :
Jurnal Studi Alquran dan Hadis, Vol. 2:2, (23 Desember 2018), 125-52.



14

Syam dan Muhammad Syachrofi,®® Ahmad Muzaki, Sayful Islam Ali dan Moh.
Toriquddin,®” Sayyidah, Imas Kania Rahman, dan Amir Tengku Ramly,*® Saifuddin
Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin,®® dan Erwanda Safitri.** Dari hasil
peneltian ini menunjukkan bahwa hadis tentang poligami tidak saling bertentangan,
melainkan saling memperkuat. Larangan poligami dalam dalam konteks hadis
menunjukkan bahwa tidak semua bentuk poligami dapat diterima. Hal ini karena
poligami harus dilakukan dengan keadilan yang dapat menguntungkan semua
pihak, baik suami maupun istri. Keberadaan syarat keadilan ini menciptakan
kebutuhan untuk mengevaluasi dampak poligami, baik positif maupun negatif,
sebelum memutuskan untuk menerapkannya. Prinsip keadilan adalah inti dari
larangan tersebut, menegaskan bahwa jika ada kemungkinan ketidakadilan muncul
dari praktik poligami, maka solusi yang lebih baik adalah berkomitmen pada
hubungan monogami. Dengan demikian, hadis ini mendorong individu untuk
berpikir kritis tentang keputusan mereka dalam berumah tangga, memastikan

bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil.

% Masiyan M. Syam dan Muhammad Syachrofi, “HADIS-HADIS POLIGAMI (Aplikasi
Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali),” Diroyah : Jurnal Studi I[Imu Hadis, Vol. 4:1,
(30 September 2019).

37 Ahmad Muzaki, Sayful Islam Ali, dan Moh Toriquddin, “Kajian Dan Analisis Hadis
Tentang Poligami,” El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi IImu, Vol. 2:1, (30 Juni 2021):
162-75.

3 Sayyidah Sayyidah, Imas Kania Rahman, dan Amir Tengku Ramly, “KONSEP
KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT AGAMA ISLAM,” Diversity: Jurnal Ilmiah
Pascasarjana, Vol. 1:1, (1 April 2021).

% Saifuddin Zuhri Qudsy dan Mamat S. Burhanuddin, “PENGGUNAAN HADIS-HADIS
POLIGAMI DALAM TAFSIR IBNU KATSIR,” Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol.
15:2, (17 Juli 2016): 181.

40 Erwanda Safitri, “Pemahaman Hadis Tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis Terhadap
Hadis-hadis Sosial tentang Poligami),” Jurnal Studi llmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis, Vol. 17:2, (8
Mei 2018), 187.
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Kemudian penelitian berdasarkan tema poligami dengan bibi istri, diantaranya
tulisan dari Muhammad Gazali Rahman,** dan Erwin Hafid.*> Penelitian
Muhammad Gazali Rahman dan Erwin Hafid merupakan penelitian pustaka yang
menggunakan analisis hadis. Dari hasil penelitian ini, ditemukan banyak penjelasan
rinci hadis tentang hukum poligami dengan bibi istri. Hadis tersebut menunjukkan
bahwa syariat Islam mengatur kehidupan manusia sesuai dengan fitrahnya. Salah
satu aspek penting dalam ketentuan poligami adalah adanya larangan bagi seorang
pria untuk memperistri bibi dari pasangannya, baik dari garis keturunan ayah
ataupun ibu. Pemberlakuan aturan ini bertujuan untuk mempertahankan keselarasan
hubungan kekeluargaan dan mengantisipasi timbulnya pertikaian.

Kemudian penelitian tentang Abdul Qadir Hassan oleh Adnin Zahir, dkk.*
Dari hasil penelitian ini, Abdul Qadir Hassan dalam metodologi istinbat hukumnya
menempatkan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai fondasi utama. la memahami nas
secara tekstualis selama tidak ada keterangan lain yang mengalihkannya. Metode
istinbat hukum Abdul Qadir Hassan mendorong sikap kritis dan menghindari
taqlid, serta mampu, merevisi keputusan hukum yang telah ditetapkan ulama
sebelumnya. “Secara 'umum, artikel ini menggambarkan metodologi istinbath
hukum Abdul Qadir Hassan yang berpijak kuat pada al-Qur'an dan as-Sunnah, serta

penerapannya dalam menjawab berbagai persoalan terkait salat.

4 Muhammad Gazali Rahman, “Larangan Memadu Istri Dengan Tantenya Perspektif Hadis
Ahkam,” Al-Mizan, Vol. 10:1, (1 Desember 2014), 17-34.

42 Brwin Hafid, “Poligami Pada Keluarga Terdekat Istri (Kajian Metode Hadis Tahlili Pada
Hadis Poligami Keluarga Terdekat Istri),” AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, Vol. 6:3,
(30 Desember 2022).

4 Adnin Zahir, Tutik Hamidah, dan Aunur Rofig, “METODE ISTINBATH HUKUM
ABDUL QADIR HASSAN DALAM PERKARA SHALAT,” Asy-Syari’ah, Vol. 24
:1, (30 Juni 2022): 39-56.
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Penelitian sebelumnya tentang poligami umumnya hanya menggunakan
pendekatan normatif dan yuridis, menghasilkan kesimpulan berdasarkan hukum
dan norma yang tertulis. Sementara itu, penelitian terdahulu tentang Abdul Qadir
Hassan berfokus pada metode istinbat hukumnya dalam perkara salat. Sementara
penelitian tentang poligami dengan bibi istri berfokus pada analisis hadis untuk
menghasilkan kesimpulan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis berfokus untuk
mengkaji metode istinbat Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri,
serta menganalisis hukum poligami dengan bibi istri dalam perspektif istigra’

ma 'nawr.

E. Kerangka Teoritik

Dalam konteks penelitian ini, terdapat latar belakang dan rumusan masalah
yang menjadi dasar kajian. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menelaah
fatwa Abdul Qadir Hassan tentang ketentuan hukum makrih dalam masalah
poligami dengan bibi istri. Fatwa tersebut didasarkan pada interpretasi Abdul
Qadir Hasssancmengenaijy perincian Allah swtjakan;golongan wanita yang tidak
boleh dinikahi, yang tercantum dalam Surah an-Nisa’ [4]: 23-24, lalu diiringi
dengan firman Allah: swt yang menghalalkan selain' 14 ‘golongan yang telah
disebutkan. Abdul Qadir Hassan menjelaskan bahwa meskipun ada hadis yang
menyebutkan tentang larangan poligami dengan bibi istri, larangan tersebut tidak
sampai pada tingkat haram, melainkan makrith. Makriih artinya perbuatan yang
lebih baik ditinggalkan. Dengan kata lain, larangan yang paling kuat dalam hadis
ini adalah makrih. Dengan fokus penelitian tersebut, peneliti menggunakan

pendekatan filosofis dengan istigra’ ma’nawi sebagai pisau analisis.
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Pendekatan filosofis berusaha untuk menemukan jawaban universal dengan
menganalisis akar permasalahannya. Pendekatan ini bersifat menyeluruh dan
mendasar, karena meneliti sesuatu dari hakikatnya.** Keabsahan studi fatwa dengan
menggunakan pendekatan filosofis sebagai metode penelitian dapat diuji
berdasarkan tiga pilar dasar dalam filsafat ilmu: yaitu ontologi, epistemologi, dan
aksiologi.*® Dalam lingkungan studi Islam, istilah epistemologi kerap digunakan
untuk menelaah metodologi yang digunakan dalam perumusan fatwa.*® Dalam
penelitian ini, kerangka epistemologis digunakan sebagai objek formal dalam
membaca fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri.

Epistemologi, yang merupakan salah satu cabang filsafat, berfokus pada asal,
karakter, dan batasan pengetahuan, serta menyediakan kerangka untuk memahami
bahwa pengetahuan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh
konteks sosial. Dalam hal ini, teori sosiologi pengetahuan, yang menekankan bahwa
pengetahuan terbentuk melalui interaksi sosial dan budaya, menjadi sangat relevan
untuk dipahami. Karl Mannheim menggambarkan sosiologi pengetahuan sebagai
teori sosial atau kondisi_eksistensial dari pemikiran. Dengan demikian, menurut
Mannheim, sosiologi pengetahuan memiliki peran untuk mengatasi masalah yang

berkaitan dengan pengaruh sosial terhadap pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari

4 Supiana, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama, 2012), hlm. 96.

4 Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam (Jakarta: Istigamah Mulya
Press, 2006), hlm. 8.

% Deden Ridwan, “Teori Epistemologi Islam; Telaah Kritis Pemikiran Mulyadhi
Kartanegara,” SIASAT, Vol. 2:2, (16 Juli 2018): 1-8, hlm. 1.
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pengakuan adanya hubungan antara pemikiran manusia dan tindakan mereka dalam
konteks sosial.*’

Dalam studi Islam, teori sosiologi pengetahuan memiliki peran signifikan
dalam memahami lahirnya beragam pemikiran keagamaan, meskipun semuanya
berakar pada sumber normatif yang sama, yaitu Al-Qur’an dan hadis. Melalui
pendekatan ini, perbedaan pendapat dan gagasan keagamaan dapat dipahami
sebagai hasil dari variasi konteks sosial yang melingkupinya.*® Dalam penelitian
yang menganalisis fatwa, hubungan antara pendekatan epistemologis dan teori
sosiologi pengetahuan menunjukkan bahwa fatwa merupakan produk interaksi
antara teks-teks keagamaan dengan kondisi sosial yang ada. Pendekatan
epistemologis membantu menjelaskan dasar hukum dari fatwa, sementara teori
sosiologi pengetahuan menguraikan konteks sosial yang memengaruhi
pembentukannya.

Pendekatan filosofis dengan kerangka epistemologis dalam kajian filsafat
hukum Islam merupakan bagian dari salah satu objek kajian yaitu mengkaji
metodologi para ulama dalam menghasilkan_hukum dari sumber, ajaran Islam.*®

Filsafat hukum Tslam bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh

umat manusia. Dalam menggapai tujuan ini, magqasid asy-syari’ah merupakan

47 Karl Mannheim, Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge,
(London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1954), him. 237.

4 Hamka, “SOSIOLOGI PENGETAHUAN: TELAAH ATAS PEMIKIRAN KARL
MANNHEIM,” Scolae: Journal of Pedagogy, Vol. 3:1, (2020), hlm. 83.

4 Akhmad Shodikin, “FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN FUNGSINYA DALAM
PENGEMBANGAN UTIHAD,” Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1:2, (7 Desember
2016), hlm. 257.
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bagian terpenting dalam memastikan bahwa semua ketentuan syariat diterapkan
dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan umat manusia.*

As-Syari’ menetapkan aturan hukum demi kesejahteraan umat manusia.
Kesejahteraan ini mencakup berbagai dimensi kehidupan, yang dapat dirangkum
dalam tiga prinsip: daririyyah (kebutuhan pokok manusia), hdjiyyah (kebutuhan
sekunder yang meningkatkan kualitas hidup manusia), dan tahsiniyyah (kebutuhan
yang menyempurnakan kehidupan manusia). Dalam rangka mewujudkan berbagai
tujuan tersebut, penetapan hukum harus didasarkan pada landasan atau argumentasi
yang bersifat pasti dan definitif (gat7). Dalil yang pasti menghasilkan hukum yang
pasti pula. Sebaliknya, dalil yang tidak pasti (zanni) menghasilkan hukum yang
tidak pasti. Untuk mendapatkan dalil yang pasti, digunakan metode yang
berlandaskan prinsip kesatuan dalil. Artinya, hukum ditetapkan dengan
mempertimbangkan seluruh dalil yang terkait, bukan hanya dalil yang sepotong-
sepotong. Metode ini menjadi prinsip dalam istigra’ ma nawi.>*

Istiqgra’ ma’nawi adalah metode penemuan hukum yang menggabungkan
beberapa.dalil untuk menghasilkan hukum yang menyeluruh. Para fukaha dalam
beristinbat dilarang merujuk hanya dengan menggunakan satu atau beberapa dalil

secara terpisah. Sebaliknya, mereka diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh

dalil yang berkaitan untuk mendapatkan tujuan syariat secara menyeluruh. Selain

% Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, dan Heni Mulyasari, “KAJIAN HISTORIS
MAQASHID SYARIAH SEBAGAI TEORI HUKUM ISLAM,” Asy-Syari’ah, Vol 24:2, (2022):
193-210, him. 205.

51 Abii Ishaq as-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usiil as-Syart ‘ah, 11: 37-38.
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itu, para ahli hukum Islam juga harus mempertimbangkan indikasi-indikasi
keadaan, baik yang disebutkan secara eksplisit dalam dalil maupun yang tidak.>?
Lebih mendasar lagi bahwa istigra’ ma ’nawi merupakan suatu alternatif yang
lebih baik sebagai metode dalam menetapkan aturan hukum daripada metode-
metode lain yang parsial. Hal ini dikarenakan metode ini menghimpun dalil-dalil
hukum yang relevan, sedangkan metode parsial hanya menggunakan dalil-dalil
hukum secara terpisah-pisah. Metode ini menjadi penting sebagai upaya untuk
menjaga maqasid asy-syari’ah dan tetap relevan dengan kondisi masyarakat yang
berkembang.>® Secara sederhana istigra’ ma nawi adalah metode istinbat al-ahkam
yang menggabungkan berbagai macam dalil, baik yang bersumber dari teks (nas)
maupun akal, untuk menghasilkan hukum yang pasti, dengan memperhatikan
kondisi sosial dan waktu untuk mencapai kemaslahatan umat manusia.
Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan
filosofis dengan kerangka epistemologis untuk menelaah fatwa Abdul Qadir Hassan
tentang poligami dengan bibi istri dengan mempertanyakan sumber hukum,
pendekatan, dan metodologi yang digunakan. Adapun teori sosiologi pengetahuan
dengan ‘metode istigra’ ma’nawi, peneliti gunakan ‘untuk alat”analisis terhadap
fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri melalui pembacaan
terhadap dalil-dalil yang terkait guna menemukan tujuan as-Syari’ menetapkan

hukum, yaitu kemasalahatan manusia.

52 [bid., 11: 39.
% Duski, “Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-Syathibi (Suatu Kajian Tentang
Konsep Al-Istiqra’ Al-Ma’naw1),” Al-’Adalah, Vol. 10:2, (28 Februari 2017): 205-22, hlm. 217.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Studi ini menggunakan desain penelitian berbasis kepustakaan, yang mana
proses pengumpulan informasi dilaksanakan melalui telaah mendalam
terhadap berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.
Literatur yang dimaksud dapat berupa buku, catatan, atau laporan penelitian
terdahulu. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan membaca,
mencatat, dan menganalisis literatur tersebut.

2. Sifat Penelitian
Studi ini dirancang dengan menggunakan pendekatan bersifat deskriptif-
analitis. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu cara pengkajian yang
berorientasi pada penyajian gambaran utuh dan natural tentang suatu objek atau
fenomena, tanpa membandingkannya dengan entitas lain di luar fokus
penelitian. Dalam konteks analisis fatwa, sifat deskriptif ini dapat digunakan
untuk menggambarkan substansi fatwa.>® Peneltian analitis adalah penelitian
yang.memiliki tujuan untuk memberikan analisis, terhadap suatu fenomena
secara mendalam dan Kritis. Dalam konteks analisis fatwa, sifat analitis ini
dapat digunakan untuk menganalisis proses pembentukan fatwa, seperti
metode istinbat hukum yang digunakan, serta implikasi fatwa terhadap hukum

dan masyarakat.

% Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), him. 31.
% Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan
Kalijaga, 2021), hlm. 6.
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Dengan demikian, penulis berusaha menjelaskan objek penelitian tentang
fatwa Abdul Qadir Hassan tentang hukum poligami dengan bibi istri, kemudian
memberikan analisis sesuai dengan kerangka teori yang telah penulis susun
guna mendapatkan validitasnya.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diimplementasikan dalam kajian ini mengedepankan aspek
filosofis, di mana teori istigra’ ma'nawr digunakan sebagai pisau analisis
utama. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji inti, hakikat, atau
metodologi dikeluarkannya fatwa Abdul Qadir Hassan tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses investigasi ilmiah, pengumpulan data merupakan tahapan krusial
yang mencakup serangkaian prosedur sistematis untuk memperoleh informasi
yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah. Penelitian ini
mengimplementasikan metode kajian pustaka, di mana peneliti melakukan
eksplorasi mendalam terhadap berbagai dokumentasi dan referensi yang
memiliki relevansi dengan subjek penelitian. Aktivitas ini.meliputi penelaahan
sumber-sumber tertulis, pencatatan temuan-temuan penting, serta analisis
mendalam terhadap konten yang diperoleh untuk menghasilkan pemahaman
komprehensif tentang objek kajian.*®

Jenis Data

Dalam pengumpulan data, studi ini menggunakan dua kategori sumber data:

pertama, informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli

% Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan. Him. 31.
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(sumber primer), dan kedua, informasi yang diperoleh melalui rujukan atau

dokumentasi yang sudah tersedia sebelumnya (sumber sekunder).

a. Sumber data primer yang menjadi rujukan pokok dalam kajian ini adalah
karya literatur yang ditulis oleh Abdul Qadir Hassan dengan judul "Kata
Berjawab.">’

b. Selain data primer, penelitian ini diperkaya dengan berbagai sumber
referensi yang telah tersedia, mencakup beragam bentuk dokumentasi
ilmiah dan publikasi resmi. Diantara sumber-sumber tersebut, kitab al-
Muwafaqat f1 Usiil asy-Syart'ah karangan Abi Ishaq asy-Syatibt menjadi
referensi utama, yang kemudian dilengkapi dengan berbagai karya tulis
lain seperti buku-buku referensi, kajian tesis, artikel jurnal ilmiah, dan
sumber-sumber relevan lainnya yang mendukung pembahasan tema
penelitian.

6. Teknik Analisis Data
Pengolahan data peneclitian dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang
meliputi proses penguraian, pemeriksaan ulang, hingga pemaknaan terhadap
informasi-yang telah ‘dikumpulkan. Keseluruhan proses-ini bertujuan untuk
mengungkap pemahaman yang lebih dalam tentang objek penelitian, dengan
menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan sebagai panduan.®® Setelah
data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data untuk mendapatkan gambaran

umum tentang data tersebut. Selanjutnya, peneliti menyajikan data dalam

57 Fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan bibi istri terdapat di Kata Berjawab,
(Surabaya: Pustaka Progessif, 2006), II: 726-751.

% Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 183.
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bentuk kualitatif.>® Terakhir, peneliti menganalisis data dengan metode analisis
isi menggunakan pendekatan dan teori yang telah ditentukan. Metode ini
digunakan untuk menganalisis fatwa dengan cara mengkaji teks fatwa secara
mendalam untuk memahami makna dan kandungannya.
7. Triangulasi

Dalam memuverifikasi keabsahan data, digunakan metode triangulasi yang
menggabungkan beragam teknik pengumpulan informasi dan berbagai sumber
yang tersedia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi serta validitas
informasi yang didapat dengan melihatnya dari berbagai perspektif atau
melalui metode penelitian yang berbeda.®

Penelitian ini mengadopsi metode triangulasi data sebagai metode
pengumpulan informasi, dimana berbagai sumber yang berbeda dimanfaatkan
untuk memperoleh data yang beragam, sehingga dapat memperoleh pandangan
yang lebih komprehensif dan akurat mengenai topik yang diteliti.®
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengajar ilmu usul
fikih.dan fikih di Pesantren PERSIS Bangil, bertujuan. untuk memperkuat
validitas temuan penelitian melalui perspektif yang beragam dari narasumber

tersebut

% Ahmad Rijali, “ANALISIS DATA KUALITATIF,” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.
17:33 (2 Januari 2019): 81, hlm. 94-95.

® Yudin Citriadin, Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar, (Mataram:
Sanabil, 2020), hlm. 101.

®1 Dipa Nugraha, “Pendekatan Strukturalisme dan Praktik Triangulasi di dalam Penelitian
Sastra,” Arif: Jurnal Sastra dan Kearifan Lokal, Vol. 3:1, (31 Agustus 2023): 58—87, hlm. 66.
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G. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi penelitian ini menjadi lima bab agar pembaca dapat
memahaminya dengan mudah. Setiap bab membahas satu topik tertentu secara
singkat dan jelas.

Bab pertama, yang berperan sebagai pengantar, disajikan gambaran
menyeluruh mengenai penelitian yang dilaksanakan. Dalam bab ini, penulis
menjelaskan latar belakang yang menggarisbawahi pentingnya penelitian tersebut,
serta mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Selain itu, tujuan dan manfaat
yang ingin dicapai melalui penelitian ini juga diuraikan. Bab ini tidak hanya
mencakup hal-hal tersebut, tetapi juga menyajikan tinjauan pustaka dan kerangka
teori yang menjadi fondasi dari konsep penelitian. Selanjutnya, metode penelitian
yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data akan dibahas secara rinci.
Bab ini diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan, yang merinci
urutan serta struktur bab-bab dalam penelitian ini.

Bab kedua membahas dasar normatif dalam Islam terkait poligami, termasuk
ketentuan, yang, mengaturnya. Selain. itu, dibahas_juga larangan-larangan yang
berkaitan dengan’ praktik poligami dalam ajaran Islam. Bagian int menguraikan
beragam pendapat ulama mengenai kasus khusus poligami dengan bibi istri, sebuah
isu yang sering diperdebatkan dalam kajian hukum Islam. Melalui penjelasan ini,
pembaca diharapkan dapat memahami berbagai sudut pandang terkait topik
tersebut.

Bab ketiga berisi pembahasan mendalam mengenai temuan fatwa Abdul Qadir

Hassan terkait hukum poligami dengan bibi dari istri. Dalam bab ini, dijelaskan
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bahwa poligami dalam konteks tersebut dianalisis menggunakan metode kualitatif.
Pendekatan ini memungkinkan penguraian hukum secara mendetail berdasarkan
data dan interpretasi yang relevan. Tujuan dari bab ini adalah untuk menyajikan
hasil temuan yang menyeluruh, memberikan pandangan yang lebih luas mengenai
hukum poligami dengan bibi istri menurut pandangan Abdul Qadir Hassan.

Bab keempat membahas analisis data dari fatwa Abdul Qadir Hassan tentang
poligami dengan bibi istri dalam perspektif epistemologi hukum Islam. Selain itu,
bab ini juga mengkaji hukum poligami dengan bibi istri melalui teori istigra’
ma 'nawi, Bab ini menjadi bagian terpenting dalam penelitian, karena dari analisis
di bab ini, kesimpulan akhir mengenai penelitian dapat diambil. Fokus utamanya
adalah memahami dasar dan penerapan hukum Islam dalam konteks kasus spesifik
tersebut.

Bab kelima berfungsi sebagai penutup penelitian ini, yang mencakup
kesimpulan dan rekomendasi. Dalam kesimpulan, terdapat jawaban terhadap
pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian, serta inti dari penelitian
yang disajikan dalam beberapa poin penting. Saran berisi rekomendasi tindakan
yang bisa diambil oleh peneliti” berikutnya ‘atau” pthak=pihak “terkait untuk
mengembangkan atau menerapkan hasil penelitian. Bab ini bertujuan memberikan
penutup yang jelas dan panduan untuk langkah lebih lanjut dalam topik yang

dibahas.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil telaah sistematis atas fatwa Abdul Qadir Hassan tentang poligami dengan
bibi istri melalui pendekatan epistemologi dan istigra’ ma'nawi, dapat
diformulasikan beberapa simpulan fundamental sebagai berikut:

1. Fatwa Abdul Qadir Hassan tentang hukum poligami dengan bibi istri
berdasarkan interpretasi terhadap Q.S. an-Nisa' (4): 22-24 dan dua hadis yang
diriwayatkan oleh al-Bukhari. Abdul Qadir Hassan berpendapat bahwa dalam
Q.S. an-Nisa' (4): 22-24, hanya wanita-wanita tertentu yang secara eksplisit
diharamkan untuk dinikahi, dan tidak ada larangan khusus terkait poligami
yang melibatkan bibi dari pihak istri. [a mendasarkan pandangannya pada ayat
24 yang berbunyi "wa uhilla lakum ma wara'a zalikum", yang berarti bahwa
apa pun yang tidak termasuk dalam golongan wanita yang disebutkan di ayat
tersebut dianggap halal. Hadis-hadis yang melarang pernikahan antara bibi dan
kepenakan dalam satu waktu oleh'Abdul ' Qadir Hassan sebagai tidak dijadikan
perluasan atau penjelasan dari larangan dalam Al-Qur'an. Menurutnya, hadis-
hadis ini tidak cukup kuat untuk mengubah hukum asal yang ditetapkan dalam
ayat setalah terdapat pembatasan ayat yang berbunyi "wa whilla lakum ma
wara'a Zalikum". Oleh karena itu, Abdul Qadir Hassan berkesimpulan bahwa

larangan menikahi bibi dan keponakan secara bersamaan bersifat makriih.
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Analisis epistemologis terhadap fatwa Abdul Qadir Hassan menunjukkan
bahwa ia lebih menonjolkan pendekatan bayani, yaitu berfokus pada
pemahaman literal sumber-sumber toritatif Islam, terutama nas Al-Qur'an dan
naratif hadis, serta Ia menekankan pentingnya kejelasan makna dalam
memahami hukum Islam, serta berusaha menjaga kesetiaan pada makna asli
teks selama tidak ada bukti kuat untuk interpretasi lain. Pendekatan ini
mencerminkan kecenderungan Abdul Qadir Hassan yang terlalu tekstualis dan
terlalu  kaku terhadap penafsiran nas-nas Al-Qur'an, serta tidak
mempertimbangkan konteks larangan dalam hadis, seperti yang diriwayatkan
oleh Ibn Hibban.

Analisis dengan menggunakan metode istigra’ ma'nawi mengungkapkan
bahwa fatwa Abdul Qadir Hassan mengenai poligami dengan bibi istri tidak
selaras dengan prinsip-prinsip mendasar dalam hukum Islam (magqasid asy-
syart'ah). Larangan poligami dengan bibi istri, sebagaimana dijelaskan dalam
hadis-hadis Nabi, sesungguhnya bertujuan untuk menjaga prinsip-prinsip
kemaslahatan yang mendasari hukum Islam, yang mencakup proteksi terhadap
dimensi “religiusitas (kifz ~ ad-din), ‘eksistensi” kehidupan (hifz an-nafs),
eksistensi keturunan (kifz an-nasl), serta martabat personal (hifz al-'ird).
Poligami dengan bibi istri dapat menimbulkan keretakan hubungan
kekeluargaan, konflik psikologis, dan rusaknya martabat keluarga, sehingga
hal ini bertentangan dengan tujuan syariat Islam yang ingin mewujudkan

kemaslahatan umat. Dengan demikian, fatwa Abdul Qadir Hassan yang
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menyatakan poligami dengan bibi istri hanya bersifat makrith memperlihatkan

disharmoni dengan prinsip-prinsip esensial dalam magqasid asy-syari'ah.

B. Saran
Berdasarkan inferensi yang telah diuraikan, berikut rekomendasi yang dapat
dikemukakan:

1. Bagi akademisi dan pemerhati hukum Islam, studi ini dapat diposisikan sebagai
landasan eksplorasi lebih mendalam guna mengevaluasi secara kritis produk-
produk pemikiran ulama yang berpotensi memiliki disharmoni dengan nilai-nilai
fundamental syariat Islam (maqgasid asy-syari'ah). Pendekatan istigra’ ma'nawr
dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk mengevaluasi kesesuaian suatu
fatwa dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan pokok hukum
Islam.

2. Bagi otoritas keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga
sejenis di berbagai negara, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam
menetapkan fatwa-fatwa terkait isu-isu kontemporer, khususnya yang berkaitan
dengan hukum keluarga. Pendekatan yang berpijak pada maqdsid asy-syari'ah
perlu dikedepankan agar.fatwa yang dikeluarkan dapat memberikan solusi yang
selaras dengan tujuan syariat Islam.

3. Bagi masyarakat Muslim, kajian investigatif ini dapat berkontribusi dalam
memperluas khazanah pengetahuan dan memperdalam pemahaman terkait
metodologi penetapan hukum dalam yurisprudensi Islam, khususnya terkait
penetapan fatwa. Pemahaman yang komprehensif tentang epistemologi dan

metode istinbat hukum Islam dapat membantu masyarakat dalam bersikap kritis
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terhadap berbagai pendapat hukum yang beredar, serta mendorong mereka untuk
mengkaji lebih dalam dalil-dalil syar'i yang menjadi landasan suatu fatwa.

4. Bagi para akademisi yang akan melakukan riset selanjutnya, studi analitis ini
dapat berfungsi sebagai landasan literatur lebih dalam terkait metode-metode
penetapan hukum Islam, khususnya penggunaan pendekatan istigra’ ma'nawit
dalam mengevaluasi fatwa-fatwa ulama. Penelitian yang lebih komprehensif dan
mendalam tentang aplikasi metode ini dapat memperkaya khazanah kajian
hukum Islam di era kontemporer.

Secara komprehensif, kajian analitis ini diharapkan dapat berkontribusi
signifikan dalam memperluas khazanah pemikiran hukum Islam, terutama terkait
metodologi istinbat hukum dan evaluasi terhadap fatwa-fatwa ulama. Pendekatan
yang berpijak pada maqdasid asy-syari'ah melalui metode istigra’ ma'nawt dapat
menjadi alternatif yang relevan dalam menyelesaikan isu-isu hukum Islam
kontemporer, sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat benar-benar

mewujudkan kemaslahatan umat.
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